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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan 

pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati 

berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Salah satu usaha 

dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan 

dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

diselenggarakannya sistem jaminan sosial nasional. Oleh karena itu, jaminan sosial 

merupakan alat yang ampuh dan tepat untuk menanggulangi risiko-risiko sosial 

ekonomis karena diikuti oleh seluruh jenis dan lapisan tenaga kerja baik tenaga kerja

secara

tetap, tidak tetap, bulanan, harian, borongan, musiman, maupun pimpinannya.

Demikian juga programnya dapat meliputi seluruh jenis perlindungan yang 

diperlukan bagi tenaga kerja dalam hal menderita sakit, mengalami kecelakaan dan 

cacat, mencapai hari tua, sampai meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kesejahteraan dalam Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai 

sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan 

sosial bagi warganegara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat

i

Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja, “UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK", CV. Kloang Klede Jaya, Jakarta, 1992, Hlm.8.
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guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Salah satu wujud jaminan sosial ini yaitu 

adanya program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK).

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), menyatakan bahwa untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jamsostek yang 

pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi, sehingga jamsostek 

termasuk ke dalam asuransi sosial (social Insurance, social security) di mana ada 

unsur keharusan partisipasi asuransi, sehingga asuransi ini disebut asuransi wajib 

(compulsory insurance)2. Adapun ciri-ciri dari asuransi sosial yaitu:3

1. Biasanya penyelenggaranya oleh pemerintah;

2. Penyertaannya bersifat wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau 

sekelompok masyarakat tertentu;

3. Perbandingan antara premi dengan benefit diatur secara progresif;

4. Tidak ada pilihan masalah kepentingan dan evenement;

5. Jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah; dan

6. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan sosial melalui pengelolaan atau 

manajemen risiko dengan cara peralihan risiko {transfer of risk).

Tujuan diadakannya dengan mekanisme asuransi adalah agar tenaga kerja 

yang berpenghasilan minim tidak merasa khawatir dengan risiko yang akan dihadapi

2 Bhisma Murti, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000,

Zulkamain Ibrahim, Hukum Jaminan Sosial (Suatu Kajian Teoritis Akademis) ", Fakultas 
Hukum, UNSRI, Inderalaya, 2003, Hlm.6.

Hlm.30.

r



3

pada saat ia sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga kerja, karena sudah ada suatu 

perusahaan yang menanggung risiko atau mengambil alih risiko yang mungkin 

terjadi. Oleh karenanya sesuai dengan tujuan asuransi itu sendiri yaitu mengalihkan 

risiko tertanggung kepada penanggung, berarti bahwa penanggung berkewajiban 

untuk mengganti kerugian tertanggung apabila terjadi evenement atau peristiwa tak 

pasti, sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada 

penanggung. Sehingga dapat dikelompokkan bahwa mereka yang menghadapi risiko- 

risiko sosial yaitu keluarga dari tenaga kerja dan perusahaan.4

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, Jamsostek 

adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, 

sehingga jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja.

Pada hakekatnya program jamsostek memberikan kepastian berlangsungnya 

arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh 

penghasilan keluarga yang hilang. Jamsostek mempunyai beberapa aspek antara lain:5 

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 

bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan

1.

5 A* Hasyim Ali, Pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, HIm.164.
K ’ O mi PemCrintah AtaS Rancan8an Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga

I
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2. merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga 

dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Jamsostek merupakan program wajib yang memberikan hak dan 

menentukan kewajiban masyarakat terutama pekerja dan pengusaha terhadap 

perlindungan risiko hilangnya penghasilan dan biaya perawatan medis. Jamsostek 

dapat mengurangi ketidakpastian para pekerja dan keluarganya, sehingga

menciptakan angkatan kerja yang stabil, sehat dan produktif.

Adapun sifat kepesertaan dari jamsostek bersifat wajib maka harus

dilaksanakan secara objektif. Hal tersebut terjadi karena ada 5 (lima) alasan pokok 

yaitu:6

1. agar kegotongroyongan dapat tercapai secara vertikal, horizontal, sektoral dan

regional;

2. perlindungan dan kemanfaatannya dapat diberikan secara merata;

3. mendidik dan mendorong tenaga kerja memikirkan dan mempersiapkan masa 

depannya;

4. mendorong pengusaha agar memberikan jaminan sosial bagi para tenaga kerja;

dan

5. biaya penyelenggaraannya dapat ditekan seminimal mungkin karena besarnya 

kepersertaan.

Kerja Op c/f Hlm^ Pemerintah Atas Rancan8»n Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga
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Sehubungan kepesertaan jamsostek bersifat wajib, maka setiap pengusaha 

dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jamsostek (Pasal 17 Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek). Sementara di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang- 

Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, menetapkan 4 (empat) program yang 

diselenggarakan jamsostek, yaitu:7

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

2. Jaminan Kematian

3. Jaminan Hari Tua

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Seperti telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan program jaminan

kecelakaan kerja dan program jaminan kematian telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, dimana 

ditentukan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia baik karena akibat kecelakaan 

kerja ataupun sakit akan diberikan santunan.

Selanjutnya sebagai pekerja yang mempunyai keluarga, jamsostek sangat 

diperlukan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan dari 

pekerja perusahaan dan keluarganya, mengingat bahwa pada umumnya pekerja 

perusahaan berpenghasilan rendah mempunyai kedudukan yang lebih lemah jika 

dibandingkan dengan pengusaha. Sudah menjadi kodratnya bahwa 

berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan hidup dari keluarganya.

manusia

7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
Hlm.228.
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Bukanlah merupakan tuntutan yang berlebihan apabila pekerja di perusahaan 

menginginkan kesejahteraan hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi 

keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, 

dimana harus tetap terpelihara termasuk pada saat si pekerja sedang bekerja di 

perusahaan kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat tejadinya 

risiko sosial yang antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. 

Jadi bukan tidak mungkin apabila terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan dan 

mengancam keselamatan pribadi, kesehatan dan kesejahteraan terutama dapat 

mengakibatkan pekerja itu meninggal, pemberian santunan dari jamsostek sangat 

diperlukan karena santunan itu merupakan harta warisan satu-satunya yang 

ditinggalkan pekerja kepada keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992

tentang Jamsostek yang Peraturan Pelaksananya diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, menyebutkan 

bahwa santunan akan dibayarkan sekaligus atau secara penuh kepada janda atau duda. 

Apabila janda atau duda tidak ada maka santunan akan dibayarkan sekaligus atau 

secara penuh kepada anak. Akan tetapi apabila anak tidak ada maka santunan akan 

dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut 

garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua. Jadi

Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja, Op.cit, Hlm.38.
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apabila janda atau duda telah menerima santunan maka anak ataupun ahli waris 

lainnya tidak akan mendapatkan bagiannya demikian pula sebaliknya.

Program Jamsostek tersebut sangat menarik apabila 

diperbandingkan dengan hukum kewarisan Islam, dimana dalam hukum kewarisan 

Islam telah diatur mengenai kaidah pembagian harta warisan (furudul muqaddaraah). 

Di dalam hukum kewarisan Islam, ada 6 kriteria atau ketentuan pembagian 

(penyamaan antara pembilang dan penyebut) harta warisan yakni: (1) Vi (an-nifsu);

Ketentuan

(2) 14 (ar-rubuj.; (3) 1/6 (as-sudus); (4) 1/8 (ar-tsumun); (5) 1/3 (at tsuluts); (6) 2/3

(at-tsulutsani)9.

Sehingga jelas bahwa apabila pembayaran santunan dilakukan berdasarkan

hukum kewarisan Islam maka para ahli waris akan mendapatkan warisan secara adil

sesuai dengan penggolongan ahli waris yaitu Dzul Faraid’l/Dawil Furudl, Dzul

Qarabat/Dawil Arham dan Asahabah. Adapun besar bagian yang diterima oleh ahli

waris {Dzul Faraid’l/Dawil Furudlu) menurut fikih mawaris yaitu:

1. Ayah

■ 1/6 bagian bila bersama keturunan pewaris baik laki-laki atau perempuan.

■ Ashabah, bila pewaris tidak meninggalkan keturunan baik laki-laki atau

perempuan.

■ Fardh dan ashabah bila bersama keturunan pewaris perempuan.

9 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
Hlm.65.
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2. Suami

■ Z2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.

■ Va bagian bila pewaris meninggalkan anak.

3. Isteri

■ Va bagian bila pewaris tidak meninggalkan keturunan baik dari dirinya ataupun 

orang lain. 1/8 bila pewaris ada anak. Jika isteri berbilang maka mereka berbagi

rata.

■ Mendapat bagian jika di talak raj’i oleh suaminya dan belum habis masa iddah.

4. Anak Perempuan

■ Vi bagian bila tunggal atau seorang diri.

■ 2/3 bagian bila berbilang tanpa ada anak laki-laki.

■ Ashabah Bilghairi bila bersama anak laki-laki.

5. Ibu

■ 1/6 bagian bila bersama satu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-

laki atau 2 saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu

(atau ayah saja/ibu saja).

■ 1/3 bagian bila tidak ada ahli waris (satu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari

anak laki-laki atau 2 saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ayah 

dan ibu (atau ayah saja/ibu saja)).

■ 1/3 bagian sisa harta setelah diambil bagian janda/duda dan tidak ada ahli waris.

i
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6. Saudara Laki-laki Seibu

■ 1/6 bagian untuk satu orang baik laki-laki ataupun perempuan.

■ 1/3 bagian untuk 2 orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.

■ Tidak mewarisi atau terdinding bila bersama keturunan pewaris.

Oleh karena permasalahan di atas banyak terjadi di kehidupan kita sehari-

hari maka skripsi ini dibuat dengan judul “PEMBAYARAN SANTUNAN

KEMATIAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN

JAMINAN KEMATIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM JAMINAN

SOSIAL DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan porsi hak berdasarkan Hukum Jaminan Sosial dengan

Hukum Kewarisan Islam dalam menentukan besarnya bagian santunan kematian

yang diterima oleh ahli waris ?

2. Apakah santunan kematian karena kecelakaan kerja diberikan berdasarkan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) atau Hukum Kewarisan Islam ?
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C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini yaitu:

L Untuk mengetahui perbedaan porsi hak berdasarkan Hukum Jaminan Sosial 

dengan Hukum Kewarisan Islam dalam menentukan besarnya bagian santunan 

yang diterima oleh ahli waris.

2. Untuk mengetahui apakah santunan kematian karena kecelakaan kerja diberikan 

berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek) atau Hukum Kewarisan Islam.

D. RUANG LINGKUP

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dan agar

pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan serta untuk mendapat gambaran 

yang jelas dan menyeluruh, maka Penulis melakukan pembatasan terhadap 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini dan penekanannya adalah terhadap bagian 

hak ahli waris yang menerima pembayaran santunan yang diatur berdasarkan Hukum 

Jaminan Sosial dan Hukum Kewarisan Islam.

E. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Hukum

r
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Jaminan Sosial khususnya Undang-Undang Jamsostek dan juga bermanfaat bagi 

peserta ataupun ahli waris dari Program Jamsostek.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi 

masukan atau input yang berarti bagi PT (Persero) Jamsostek dalam 

melaksanakan programnya serta dapat memberikan gambaran tentang praktek 

hukum Islam khususnya mengenai pembagian harta waris di tengah masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data materi penelitian berupa:

a. Data Sekunder

Yaitu memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana 

metode yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, 

peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah dan skripsi lainnya yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

r
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b. Data Primer

Yaitu memperoleh data secara langsung dari sumber pertama yang didapat 

melalui objek-objek atau mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan 

pengalaman berkenaan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, 

sebagai penunjang dan pelengkap materi penelitian yang diperoleh dari data 

sekunder.

Sedangkan sumber data dalam penulisan ini bersumber dari: 

a. Kepustakaan (.Library Research)

Sumber data kepustakaan ini dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: norma dasar 

(Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang No. 40 

Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang No. 3 

Tahun 1992 Tentang Jamsostek, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993

Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, Peraturan Pemerintah No.

79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14

Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, Peraturan 

Pemerintah No. 83 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program 

Jamsostek Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 

79 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang
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Penyelenggaraan Program Jamsostek serta literatur-literatur yang 

menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan 

hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer yang berupa buku, karya tulis, majalah, makalah serta artikel di 

media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa

kamus, ensiklopedia, dsb.

b. Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang belum diolah yang

didapat secara langsung di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan dan penelusuran literatur- 

literatur, arsip dan bahan bacaan yang menunjang penulisan skripsi ini.

b. Wawancara, yaitu wawancara tak berstruktur dengan pihak yang terkait 

dimana wawancara ini hanya sebagai data penunjang saja.
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Adapun pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Dosen pengajar Hukum Ketenagakerjaan yaitu Bapak H. Zulkamain

Ibrahim, SH, M.Hum

2. Dosen pengajar Hukum Islam yaitu Bapak Abdullah Gofar, SH, M.Hum

Responden ditentukan karena data dalam penulisan skripsi ini berkaitan

dengan informasi di bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil diperoleh dan telah berhasil dihimpun akan

dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penjelasan dan penggambaran data

yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan dengan berlandaskan pada teori- 

teori dan pengertian-pengertian hukum yang disusun secara sistematis.
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